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4 \\'\
1:3 PAT! PURWAKARTA
OVINSI yawa BARAT

PR
T
URAN BUPATI PURWAKARTA

No
MOR 1193 TAHUN 2021
TENTANG
PELAY
D1 KAQTJ XELUARGA BERENCANA
EN PURWAKARTA
MAT TUHAN YANG MaHA ESA
b
Nma Derdasarkan Pasal 23 Undang-Undang
Kepen, Tahun 2009 tentang Perkembangan
Pegfnqudukan dan  Pembangunan Kelurga,
men?rmtahﬂ dan  Pemerintah = Daerah wajib
pendl?dgkaikan akses dan kualitas informasi,
bah A konse]jng dan pelayanan kontrasepsi;
: L
PEIayan rangka

peningkatkan kualitas
an keluar
oleh

- -aIga berencana yang dilaksanakan

e Pemerintah daerah, maka perlu aturan
8€nai pelayanan keluarga berencana;

bahwg

= Derdasarkan pertimbangan  sebagaimana
maksud pags huruf dan hyruf b, pelu menetapkan
Peraturan Bupati

Keluarga
B erencang; tentang Pelayanan g

14 Tahun 1950 tentang
rah kabupaten dalam

gan  Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dap Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
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- Peraturan p

2009
UnlflnnR Undang Nomor 25 Tahun 2r(“
lt\)'nnun Publik (Lembaran Nega Tambahan
m“n"‘“i‘ ‘ahun 2009 Nomor 112,
Mbaray,

5038);
. r o

U €gara Republik Indonesia Nom(¢
Pndn“g‘Un

»000 tentang
Crkemy, dang Nomor 52 Tahun [‘Z’Sr(il:)“"gunﬂ-n
}I\:eluurgaangan Kependudukan dan

ik Indonesid
Le Republik
ahup, 20(09 mbaran Negara p

mbaran
e Nomor 161, Tambahan L€
8ara Repuypy;

tentang
R(‘Puhhk

k Indonesia Nomor 5080); .
Undapg,. 4 tentan
Pemen’itundang Nomor 23 Tahun 201
Indg

blik
. an Daerah (Lembaran Negara Reg‘;h“n
Lerml;,1eslal Tahun 2014 Noor 244, Tamr1 5587)
Sebagq; °8ara Republik Indonesia Nomoterakhir
dengay 1.2 telah diubah beberapa Kali 2015
tentgan Undang = Undang Nomor 9 Tahun dang
ANg Perubahap Kedua Atas Undang - Urtlahan
ot 23 Tahun 2014 tentang ?emenn nesia
T (Lembarap, Negara Republik Indo a
2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar
Ndonesia Nomor 5679);
Peratyr.

ten Pemerintah  Nomor 96 Tahun 20;%
T tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
Targna;:hRepubuk Indonesia Tahun 2012 Nomgr 21 iz;

o b blik Indones
Omor 5357), o Negara Repu

tentang = p.olerintah Nomor 87 Tahun 2014
Pemb g Perkernbangan Kependudukan Dan
Inf aNgunan Keluarga Berencana, Dan Sistem
Orma§1 keluarga (Lembaran Negara Republik
Ndonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan
Mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 14);
Peraturan e

Pala  Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia
Nomor o Tahun 2019 tentang Pemenuhan
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi
Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga
€rencana;

aerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 201

6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor
9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021
tentang  Perubahan atas

Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nom

or 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
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Meostagio MEMUTUSKAN : .
* PERp URAN “NTANG VF,IAY,";‘QN
|\EL AR A nl:lh/}Tl ‘ TILNTI\Dl- K/\”Ul A
PURWAKARTA_ BERENCANA

BAB |

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraty g, Pasal |

1.
2.

10.

Bupas: : .
Daerah adalah patl ny yang di

a
F'em.&n-ntah - Upaten p,,
pemel'intah D rah
Yang menjaqgj kewe

Maksud dengan :

TWakartg .

ara
adalah Bupatj sebagai unsur peny el?nélghan
SMImpin pelaksanaan urusan pemerin
Bupati adajq}, Bupass 830 daerah otongp.

akartg
Ngenday; y
ang Per%duduk dan Keluarga Berencana Kabupalt:f:
dacrah yang™, 8 Sclanjutny, disingkat BPPKB, adalah perangka
penyelenggaraan Kpunym tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang
Rumah sakit ependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
menyelenggy, as:f:;lan institysj
Yang menyedia-kan et an
darurat, ayan
a;

Klinik adalah fasili
ta
pelayanan kesehatanspsférznanan kesehatan yang menyelenggarakan

: dis
dasar d ialieg8AN yang menyediakan pelayanan mess
tenaga 1:18/6 it:t‘;:ms‘all_st_lk diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis
dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

pelayanan  kesehatan ~ yang
kesehatan perorangan secara parlpurné:
an rawat inap, rawat jalan, dan gawa

preventif, un .« Mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya dji wilayah kerjanya,

ara minimal, seperti kebutuhan akan pangan,
sandang, papan, Kesehatan dan pendidikan;

Keluarga Sejahtera I adalah Keluarga yang telah dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi
keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan ibadah,
makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi kel.uarga, dalam
keadaan sehat, mempunyai penghasilan, dan bisa baca tulis.
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11. Kelugy a
Sej
k(‘bu[uhn Jﬂhtera Il 4 ) telah sial
PSikolog;. dasamya . Adalap keluarga disamping kebutuhan SO s
Shya uga te memenuhi seluruh kebutuhé
pengemban lEtapi belum dapat memenuhi seluruh
men&bUng’ beﬁnt Seperti ebutuhan kil peningkulﬂn
dalam Mag a:; Si dalap, keluarga, ikut melaksanakan
i Keluarga eren o PU memperoleh informasi. e
mengatur kEIQh'cana yang selan; t disebut KB adalﬂh up tur
kehamj) o l“&n P dJu nya .;seal clahirkan, menga )
’ e . ’ m N
uks; ?lhr:: i omosi perlingzn;:: :i:n bantuan sesuai denga
13. Alat dan g > e “WUjudkap keluarga yang berkualitas. o
fan Obat kOnt: ntras?pSi yang Selanjutnya disebut Alokon adalah iau
Pemeringay, Daeasep81 yong disediakan oleh Pemerintah dan/ " o1
L PN R sesug ®Ngan Daftar Obat Esensial Nasion
14, Vasektomi
atay Meg;
reproduksg;i Pria ed

n](‘mcnuhl

kegiﬂtﬂn

hak Tepro,

i P
perasi Pria, yang selanjutnya disingkat hf)Zn
kol Slinis  untyy menghentikan kemamp -
SpPermg (vas g f an  melakukan pengikatan/pemotongb x
dan pembuahan tiday :eel'::ill‘S) Sehingga pengeluaran sperma terham
sedur e‘?isz Operas; Wanita yang selanjutnya disingkat Moa\ilx
Wjuan usnbempa Peéngikatan atau pemotongan salur

menghambat bertemunya sel telur dengan
16. Alat g e Pembuahay, tidak terjadi.
e ontx:asepm Day, Rahim (AKDR) adalah sebuah tindakan
[rasepsi yang dilakykay, E

Untuk €hgan memasang alat berbentuk T di
dari tindakan ini ad.lzlherlll:egxlh terjadinya pembuahan. Tujuan utama

fencegah sperma untuk sampai ke sel
17 Kader Penggerak ad

. alah Ppety, s
dlanta.ranya adalah PLKB N gaS Lml Lap

angan KB Non PNS yang
on PNS, PPKBD

dan Sub PPKBD.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini
Pemerintah Daerah dal
di Daerah, dengan tujuan :

a.

mengendalikan kuantitag penduduk;
b.

meningkatkan kualitas keluarga;

c. meningkatkan kyalit

as data dan informasi
Berencana Daerah; dan

d. meningkatkan efektifitas advokasi dan sosialisasi Program Keluarga
Berencana Daerah.

Program Keluarga
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PE BARB |1
LAYANAN KELUARGA BERENCANA

Pasa] 3
la anan
€rencang dilaksanakan di tempat Pei&Y

[UD,
2 an
pada ayat (1) meliputi pelayanlayanan
S seskor.ldom yang dilaksanakan di tempat p(;(eluarga
Yang berl&l‘mual dengan SOP tata cara Pelayanan
3) Pelayanay, .
Sesuai dep g, Jarga

B ! eniang
: pmseduc:enc 8 Tujukan dilaksanakan secara berjen]
(4) Jenis Pela

yang berjajy,
a-nan Kel ; E le
pPada ayat (3) melipu t;‘l&rga Beren(:ana rujukan sebagaimana dimaks
(S) Pelayangy OW dap, MOPp.

ely
ayat (4) g; laksa:rga Berencang

R "Wukan sebagaimana dimaksud pada
©) Selavanan e, s DL, t
dllaksanakan di Pyg isagalmana dimaksud pada ayat (4) dapa
mas olep Dokter Yang telah bersertifikat.
PELAKs BAB [11
ANA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 4
Pelaksana Pelayanap
Kesehatan menuryt Iiel::’aerga Berencana ac}ala.h dokter, Bidan dan Perawat
memberikan je gan Syl

is-jenig o) cRaN sang atau
Nis-jenis alokon KB. yang untuk memasang

Pasal 5
Pelaksana Pelayanap, Kontragenc: ;
adalah dokter yang tejqp, gy obo Medis 0

dil perasi Wanita/MOW (’I‘ubekto(rjnii)
i i gt d i edis
operasiwanita. tih dan bersertifikat untuk pelayanan m

Pasal 7

(1) Pelaksana Pelayanan Kontr

asepsi Norplant (alat kontrasepsi dibawah
kulit) adalah dokter, bidan d

an perawat kesehatan.

(2) Bidan dan Perawat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah yang telah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan kontrasepsi
Norplant.
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(1) Pelakmna : Pasa) g
dokter bid b u}’anan .
: . adalah
2 Bd andan peraw at Konlrasepsi Dalam Rﬂhlm (A}\DR, 1C
(2) Bidan dq, Perg at kes@hatan
< alany Yang tel

. ot (1
‘a‘ihe: *an sebagaimana dimaksud dalam ayat (!
“rsertifikat untuk pelayanan AKDR.

Pelaksang pel Pasal g

2 ayan

bidan dan peraWatan Obat ko . g
kese atan nirasepsi pil atau suntikan adalah dokter,

Pelaksana pel, Pasal 19
2 yan,
bidan dan N Pembey;
S kesfﬁhatanbe_na'n alat kontrasepsi kondom adalah dokter,

) Pasal 1
2 g?linenntah Daerah Menye]
TRl =
d;nozsdma}s%{l oleh pera;;kggarakan Pelayanan kepesertaan KB yang
ngsi di bldang KB. at daerah yang mempunyai tugas pokok
) Penyelenggaraan
: Pelayanay
S.ejahtara, Keluar 82 Sejahterg IkepeSertaan KB kepada Keluarga Pra
biaya. dan Keluarga Sejahtera II tanpa dipungut
(3) Pelayanan ke e
terjangkau, berlfu:;rtianmerI:tB ddilakSanakan berdasarkan  prinsip
> 4, dan tidak diskrimj tif
(4) Pelayanan kepeserty, ) b
atas: ana dim
t B Sebagaimana ¢ aksud pada ayat (3), terdiri

pengaturan kehamilan;

a

b

c. perlindungan kelangsungan hidup iby, bayi, dan anak;
d. pap smeardan tes kehamilan; ,
€. Ppemasangan alat dan obat kontrasepsi:

f.  peningkatan peran serta KB pria; dan

g Ppengayoman komplikasi dan kegagalan

(5) Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kepesertaan KB
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
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TEMPAT by, BAB v
= PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
Tempat Pelayan
2 an Kel
o st 1 yait uarga g ang
e S arg; Tencap fntah ya!
gemll}l]kl fasilitag pelayna dan Prasarana Swasta atau PCT(C e Kiinik,
erus el sk ~Sehatan dalam bentuk Klinik,
perusahaan, Serta gqp, “Smag,

Pasa] 12

1
n Pasa
a sebagaimana dimaksud dalar

Klinik
Skesmag Pembantu, POSkeS:;rzm KB.
@ Yang diintegrasikan dengan pr
i Pasal 13
Setiap Tempat B N
a : Kabupa
i menan il ntah ;
T G . S350 i pemernan S
Untyyk menjaq; tempat pelay;man KB.
BAB v
Klinig KELUARGA BERENCANA
i Pasal 14
yang dikelo].

a oleh Pex(;a:r?ni’:ﬁg disingkat g
Pelayanan KB

Pasangan Ug;j

engan KKB adalah tempat l;l;a;i
kesehatgy . SWasta yang secara tetap membe
Se
a subur (P ata:n

. at
Us reproduksi kepada Klien/ ma:y:;;: o
puskesmag / Puskesrnas Pg;f&:nzuang sifat pelayanannya sederhana,
pelayanannyg (Paripuma)

ih
i di Reompai pada yang sangat canggi
Sepertj dj Rumah Sakit Besar.

i wum Daerap Kabupaten Purwakarta dan puskesmas
yang ada di Kabupat h P
Keluarga Berep akart

a diwajibkan untuk membentuk Klinik
“ana Pemerintay, Ka
(2) Pendaftaran te
didaftarkan ke

bupaten Purwakarta.
Mpat pelayanan
Purw: de

KB menjadi Klinik Keluarga Berencana
Pada Perangkat Daerah pen

gelola Program KB Kabupaten
Ngan Persetujuan Bupati.

Pasal 17
(1) Petugas Pengelola KKB Pemerintah adalah Dokter, Bidan dan Perawat
Kesehatan.

(2) Petugas Pengelola KKB pada Rumah Sakit Umum ]?aerah Ilflabgz::;
Purwakarta ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umu
Kabupaten Purwakarta,
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(3) Petugag Peng - | Kabupaten
y a W i
"Wakartg an; B pada Puskesmas yang ada ¢ an.
4) Pe Njuk oleh K ang bersangkuts
(4) tugag Pen elo] Cpala Puskesmas yang bers
bcrdasarkan K

hasilan
peng -

k a apat diberikan honor/mmbuhnn

emamp‘Ja 1 n ;

n
. dengu
. sual

n 2 atay sebutan lainnya S€
gan daerah_

Pasal 18
(1) KKB Pemen-n
serta alat, atay Swas

B
: nan K
o 'a dapat memperoleh fasilitas pelay?
Kabupatep, Py ak:rttrasepsi d

a.

la
ari Pemerintah melalui PD Pengelo
(2) KKB Puskesrn
] s as : i
Pil, Surmkan, Omenyalurkan alat, obat kontrasepsi pemerintah berup

KB
: layanan
Wilayah e & °Pat vaginal kepada Tempat Pe
alat, obat konty . kerja Pusk P

: diaan
aseps: Skesmag bersangkutan sesuai keterse
epSl Pemeﬁnl ]

AAN DAN PELAPORAN
Pasal 19
(1) Dalam melqyg &l
Petugas Pelayanap KBI;etfganan KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS),
(2) Petugas Pelayap, 0

mengisi Registrasi Register (RIR) KB.
an KB
(PUS) dari gy Daerap e

KKB dapat melayani Pasangan Usia Subur
Kabupaten Purwakarta.

ipungut biaya.

(2) Dalam pelayanan kg kepada pesertq ASKES, ASKES hanya berlaku

untuk pelayanan kg Setelah kelahiran angk ke-1 (kesatu) dan/atau anak
ke-2 (kedua).

Purwakarta.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaporkan setiap
awal bulan berikutnya.
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BAR Vil
INSENT)R PELAYANAN
1) Bagi Pasal 22 g
( agl Pety as . i |U
pember' 3 3 bektomi,
I"‘Pl.an akan dibery) Ll)iil:g:{?ran B MKJP vasektomi, tu
(2) Bagi Kader P if be

KB.
en Tupa jasa medis pelayanan
vasektom;, eg'g:r X Non pyng "

honoran'um mi, 1y

, P
B MKJ
ang mendapatkan ““s‘?'p:;;:a(r berupa
. 1 mn
Pen erakqy, " IMplan akan diberikan :
(3) Bagi akseptoy d sektomt,
i ang MKJP va
tubekt Mendaq KB rta
KBi‘Il?Jnll)l, ot dan Impiqn patkgn Pelay.anan if berupa Kartu Pese
Kabupaten akan diberikan insenti
(4) Besaran jasa med; ) . an dalam
Keputusan Bupati(_ils 4N honorarjym Penggerakan ditentuk :
BARB 1x
PEMBlNAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesaty i
€mbinaan
Pasal 23
(1) Bupati g,

i iatan
Pémbin isi terhadap Kegia
Pelayanan kg Secarg beljenjana;n dan  supervisi te
(2) Pembinaan dan Supervisj Sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
merupakan Upaya yp o
kegiatan Pelayanap KB,

judkan tercapainya tujuan pelaksanaan

Pasal 24
(1) Pembinaan sebagaim

ana dimaksyq dalam Pasal 23 meliputi Pembinaan
Feeicalaan, Pengorgamsasian’ Pelaksanaan dan pengawasan.

s

inaan

1
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ;
Bupati menugaskan Kepala Dingg Pengendalian Penduduk dan Keluarga t
Berencana Kabupaten Purwakarta.
Bagian Kedua .
Pengawasan
Pasal 25
(1) Bupati melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan  atas g
n
pelaksanaan pelayanan KB. .
2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan 1.1ntuk fm;tril}armndan
e agar pelaksanaan pelayanan KB berjalan secara efisien, efe
profesional.
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(3) P(’nga\vas“n

" 1
dan pe Ungsiq | peratura!
al| Nal ~guni pe€
nd““k~l ng unRuq“" Struktural dilaksanakan sesual P
n,

Kegiatan ey, s Pasal 26
mengetahy;j esi Seba
pelaksang 8

i p uk
Ralmanu dimﬂksud dalam Pasal 25 benujunn unt

kan N Pelayg,. Namb . :
perbaikan dan i, an

silan
an atan, Peluang, dan tingkat kebirhﬂpnyﬂ
mpumaau:ena Sebagai bahan acuan untu
BAB x
KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang p; Sl
Um g i
pelaksanaanny, akar, git:tildalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
T kenmdian dengan Keputusan Bupati.
Pasal 28
Peraturan Bupati inj i

; Mulaj 1 :
Agar setiap oreng g, erlaky Sejak tanggal diundangkan.
Peraturan Bypg; . Pat me

. ngetahu'm ” dangan
Kabupaten Purw. akartn: dengan Ya, memerintahkan pengundang

Penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2| Agustis 2021
BUPATI PURWAKARTA,

P

7
. ANNE'RATNA MUSTIKA
Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 3\ Agyjepie 202
SEKRETARIS DAERAH

KABUPAT PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 143
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